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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012  NOMOR :   9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR  9  TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah, beberapa jenis pajak daerah 
dilimpahkan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan 
pendapatan, keuangan dan aset daerah, 
struktur organisasi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah 
Kabupaten Magelang  Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 
perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan  Atas Peraturan  Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan 
Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan Dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 
12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
31 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan 

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 38 dan Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah, meliputi: 
a. Kepala.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

c. Bidang Anggaran,  membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan
2. Seksi Penyusunan Anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan Dan Pelaporan,  membawahkan:
1. Seksi Pengendalian Perbendaharaan; 
2. Seksi Kas Daerah; dan
3. Seksi Akuntansi Dan Pelaporan.

e. Bidang Aset,  membawahkan:
1. Seksi Analisa Kebutuhan;
2. Seksi Pengelolaan Aset; dan
3. Seksi Pengolahan Data Aset.

f. Bidang Pengolahan Pendapatan,  membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Dan Analisa Pendapatan; 
2. Seksi Pendaftaran Dan Pendataan; dan 
3. Seksi Penetapan.
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